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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tren peningkatan pajak daerah serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi peningkatan dan penurunan pajak daerah Kota Surakarta tahun 2013-2016. Teknik 
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Dokumentasi, 
menggunakan uji analisis Tren. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif yang menggunakan data 
sekunder berupa pajak daerah Kota Surakarta Tahun 2013-2016. Hasil dari pengolahan data, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Terdapat Tren terhadap peningkatan pajak daerah Kota 
Surakarta Tahun 2013-2016. Hal tersebut pastinya akan mempengaruhi tingkat kemakmuran dan 
kesejahteraan masyarakat dikarenakan jumlah pendapatan daerah yang mengalami kenaikan. Pada 
beberapa pajak daerah masih mengalami penurunan namun tidak terlalu mempengaruhi peningkatan 
pajak daerah Kota Surakarta. 
 
Kata Kunci : Tren, Pajak Daerah, Kota Surakarta. 
 
A. PENDAHULUAN 
Pajak merupakan alat bagi pemerintah 
dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan 
penerimaan, baik penerimaan langsung 
maupun tidak langsung dari masyarakat guna 
membiayai pengeluaran rutin serta 
pembangunan nasional dan ekonomi 
masyarakat. Sistem perpajakan selalu 
mengalami perubahan dari masa ke masa 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
negara, baik dibidang kenegaraan maupun 
bidang sosial dan ekonomi. Salah satu aspek 
penunjang dalam keberhasilan pencapaian 
tujuan pembangunan nasional selain dari 
aspek sumber daya manusia, sumber daya 
alam, dan sumber daya lainnya adalah 
ketersediaan dana pembangunan baik yang 
diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun 
non pajak. Pentingnya pajak tersebut untuk 
pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain 
karena warga negara sebagai manusia biasa 
selain mempunyai kebutuhan sehari-hari selain 
sandang dan pangan, juga membutuhkan 
sarana  dan prasarana, seperti jalan untuk 
transportasi, taman untuk hiburan atau 
rekreasi, bahkan keinginan untuk merasa aman 
dan terlindungi (Wulansepty, 2014). 
Pembangunan nasional di Indonesia 
memiliki tujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan hidup masyarakat yang 
berlandaskan keadilan dan kemakmuran. 
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yang merata pembangunan nasional tidaklah 
terlepas dari adanya pembangunan daerah. Di 
masa sekarang ini, Indonesia telah 
menerapkan sistem pemerintah otonomi 
daerah, dimana pemerintah pusat memberikan 
kewenangan pemerintah daerah untuk 
berkreasi mencari sumber penerimaan yang 
dapat membiayai pengeluaran pemerintah, 
baik yang digunakan untuk pemerintah maupun 
untuk pembangunan (Lintang, 2014). Dalam 
rangka mewujudkan hal tersebut, melalui 
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak 
daerah telah diberikan kewenangan untuk 
memungut (taxing power). Setidaknya ada 
empat perubahan fundamental yang diatur 
dalam undang-undang tersebut. Pertama, 
mengubah penetapan pajak daerah dan 
retribusi daerah dari open-list system menjadi 
closed-list system. Kedua, memberikan 
kewenangan yang lebih besar kepada daerah 
melalui perluasan basis pajak daerah dan 
retribusi daerah, penambahan jenis pajak baru 
yang dapat dipungut oleh daerah, dan 
pemberian diskresi kepada daerah untuk 
menetapkan tarif sesuai dengan batas tarif 
maksimum dan minimum yang ditentukan. 
Ketiga, memperbaiki sistem pengelolaan pajak 
daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan 
bagi hasil pajak provinsi kepada 
Kabupaten/Kota dan kebijakan pemungutan 
daerah dengan mengubah mekanisme 
pengawasan dari sistem represif menjadi 
sistem preventif dan korektif tanah dan 
bangunan.  
Sama halnya dengan daerah lain Kota 
Surakarta merupakan salah satu daerah yang 
di berikan hak otonomi daerah untuk mengatur 
rumah tangganya sendiri guna melaksanakan 
pembangunan. Kota Surakarta diharapkan 
mampu mengelola dan memaksimalkan 
potensi sumber daya yang ada di daerah 
tersebut guna meningkatkan kelangsungan dan 
kemajuan. Apabila potensi sumber ekonomi 
Kota Surakarta terus dikembangkan dan 
ditingkatkan, maka nantinya mampu 
meningkatkan citra daerah. Peraturan Daerah 
Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
pajak daerah menyebutkan sumber-sumber 
pajak daerah Kota Surakarta sebagai berikut 
pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 
pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 
parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung 
walet, sedangkan pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan diatur dalam 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 
Tahun 2011, bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan diatur dalam Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 13 Tahun 2010. 
Dari penjelasan latar belakang terdapat 
beberapa fenomena yang terjadi seperti pada 
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset (DPPKAD) Pemerintah Kota 
Surakarta menyatakan akan mengalami 
kesulitan memenuhi target pendapatan pajak 
hotel tahun anggaran 2015. Sekretaris 
DPPKAD Pemkot Surakarta Breta Sri 
Hudiningsih di Solo menyatakan realisasi 
pendapatan pajak hotel hingga akhir November 
2015 baru mencapai 77,57% dari total target 
sebesar Rp 22.372.597.000. Ia mengatakan 
kesulitan menggenjot pajak hotel di sisa waktu 
tutup anggaran 2015 yang tinggal sebulan lagi. 
Breta mengatakan pemkot tetap menaikkan 
target penerimaan pajak hotel pada tahun 
depan meskipun untuk target tahun ini 
diprediksikan sulit dicapai. Namun pihaknya 
tidak menyebutkan besaran kenaikan target 
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pendapatan pajak hotel, pendapatan pajak 
lainnya juga belum tercapai 100%, diantaranya 
pajak hiburan, pajak sarang burung walet dan 
pajak bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan (BPHTB) (Isnanto, 2016). 
Pada tahun ini Pemerintah (Pemkot) 
Kota Surakarta menaikkan target 10 sektor 
pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(BPPKAD) Kota Surakarta pada tahun 2017. 
Pasalnya penerimaan pajak pada tahun 2016 
lalu sanggup terealisasi, bahkan ada yang 
melebihi target. Kesepuluh sektor pajak itu, 
yakni pajak hotel dengan besaran Rp 24 miliar, 
pajak restoran sebesar Rp 28,2 miliar, pajak 
hiburan sebesar Rp 8,5 miliar, pajak parkir 
sebesar Rp 3,3 miliar, pajak penerangan jalan 
sebesar Rp 53 miliar, pajak air tanah sebesar 
Rp 1,2 miliar, pajak sarang burung walet 
sebesar Rp 67 miliar, pajak BPHTB sebesar Rp 
67 miliar, dan PBB sebesar Rp 59 miliar. 
Jumlah pajak restoran mendapat perhatian 
serius, karena tahun lalu pendapatan dari pajak 
restoran mampu melampaui target, yakni 
mencapai Rp 31 miliar. Untuk pajak restoran itu 
10 persen dari hasil omzet yang dicapai oleh 
restoran ”total target dari kesepuluh pajak itu 
sekitar Rp 255,2 miliar (Prihandika, 2017). 
Sayangbati, Debby, dan George (2016) 
dalam penelitiannya yang berjudul analisis 
kontribusi dan tren penerimaan pajak daerah, 
retribusi daerah pada pendapatan asli daerah 
studi pada kabupaten Minahasa Utara Periode 
Tahun 2007-2013 Hasil penelitian dengan 
menggunakan analisis deskriptif statistik 
menunjukkan bahwa pajak daerah 
kontribusinya semakin meningkat dan 
penerimaannya mengalami tren peningkatan 
dengan yang menunjukkan penerimaan pajak 
daerah akan mengalami peningkatan dengan 
cepat, sedangkan retribusi daerah 
kontribusinya semakin menurun dan tren 
penerimaannya juga semakin menurun. 
 
B. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan latar belakang, 
perumusan masalah dan pertanyaan 
penelitian, maka tujuan utama dilakukannya 
penelitian ini adalah untuk memberikan bukti 
empiris adalah Untuk mengetahui tren 
penerimaan pajak daerah Kota Surakarta tahun 
2013-2016. 
 
C. TINJAUAN PUSTAKA 
Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah 
Kota Surakarta terdiri atas (10) pajak daerah 
yaitu: 
a) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan 
yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah 
fasilitas penyedia jasa penginapan/ 
peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 
dengan dipungut bayaran, yang mencakup 
juga motel, losmen, gubuk pariwisata, 
wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah 
penginapan dan sejenisnya, serta rumah 
kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 
(sepuluh).  
b) Pajak restoran pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh restoran. Restoran adalah 
fasilitas penyedia makanan dan/atau 
minuman dengan dipungut bayaran, yang 
mencakup juga rumah makan, kafetaria, 
kantin, warung, bar, dan sejenisnya 
termasuk jasa boga/catering. 
c) Pajak hiburan adalah pajak atas 
penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah 
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permainan, dan/atau keramaian yang 
dinikmati dengan dipungut bayaran. 
d) Pajak reklame adalah pajak atas 
penyelenggaraan reklame. Reklame adalah 
benda, alat, perbuatan, atau media yang 
bentuk dan corak ragamnya dirancang 
untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
mengajurkan, mempromosikan, atau untuk 
menarik perhatian umum terhadap barang, 
jasa orang, atau badan, yang dapat dilihat, 
dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau 
dinikmati oleh umum. 
e) Pajak penerangan jalan pajak penerangan 
jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga 
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun 
diperoleh dari sumber lain. 
f) Pajak parkir adalah pajak atas 
penyelenggaraan tempat parkir di luar 
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan 
dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat penitipan kendaraan 
bermotor. Parkir adalah keadaan tidak 
bergerak suatu kendaraan yang tidak 
bersifat sementara. 
g) Pajak air dan tanah adalah pajak atas 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air 
tanah. Air tanah adalah air yang terdapat 
dalam lapisan tanah atau batuan di bawah 
permukaan tanah. 
h) Pajak burung walet adalah pajak atas 
kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha 
sarang burung walet. Burung walet adalah 
satwa 
yang termasuk marga collocalia, yaitu 
collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, 
collocaliaesculanta, dan collocalia linchi. 
i) Menurut Peraturan Walikota Surakarta 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak bumi 
dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
(PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan dan pertambangan. Bumi 
adalah permukaan bumi yang meliputi tanah 
dan perairan pedalaman serta laut wilayah 
Kabupaten/Kota. Bangunan adalah 
kontruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah 
dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 
j) Menurut Peraturan Walikota Surakarta 
Nomor 13 Tahun 2010 tentang bea 
perolehan hak atas tanah dan bangunan 
(BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak 
atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan 
hak atas tanah dan/atau bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang 
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau 
badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan 
adalah hak atas tanah, termasuk hak 
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, 
sebagaimana dimaksud dalam undang-
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D. METODE PENELITIAN 
Jenis dan Desain Penelitian 
Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data sekunder. Data sekunder 
adalah data penelitian yang didapatkan tidak 
secara langsung atau dengan melalui media 
perantara (Indriantoro dan Supomo, 2009). 
Data sekunder diperoleh dari Badan 
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kota Surakarta di Jalan Jend. 
Sudirman No.2 Surakarta. 
 
Populasi, Sampel dan Teknik Penyempelan. 
Populasi adalah keseluruhan sampel 
penelitian atau objek yang akan diteliti. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 11 (sebelas) pajak daerah menurut 
Undang-Undang Republik Indonesia No.28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. Sampel adalah sebagian 
yang diambil dari keseluruhan objek yang akan 
diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.  
 
 
Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan purposive 
Sampling, dimana  
 
purposive sampling adalah metode penetapan 
sample dengan memilih beberapa sampel 
tertentu yang dinilai dengan tujuan atau 
masalah penelitian dalam sebuah populasi 
(Notoatmodjo, 2010). Pemilihan ini ditujukan 
berdasarkan sejauh mana mereka memahami 
kondisi sebenarnya daerah objek yang akan 
diteliti sesuai dengan masalah yang 
dikemukakan dalam penelitian ini. Kriteria 
sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai 
berikut: 
1. 10 (sepuluh) pajak daerah Kota Surakarta 
menurut Peraturan Wali Kota Surakarta 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak 
daerah. 
2. Laporan pajak daerah Kota Surakarta 
Tahun 2013-2016 data tersebut diperoleh 
dari Badan Pendapatan dan Pengelolaan 
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Definisi Operasional Variabel 
1. Tren adalah merupakan peramalan suatu 
variabel dengan variabel bebasnya waktu 
atau gerakan dari deret berkala selama 
beberapa tahun dan cenderung menuju 
pada suatu arah, dimana arahnya dapat 
naik, mendatar, maupun menurun. 
Peramalan merupakan penyambungan 
dari garis tren melewati waktu dari 
pengamatan terakhir sampai dengan 
waktu untuk peramalan dibuat. 
2. Pajak daerah  
Menurut Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak 
daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah 
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksakan berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-sebesarnya 
kemakmuran rakyat. Pajak daerah untuk 
masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat 
dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD. 
10 pajak daerah tersebut antara lain: 
a. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan 
yang disediakan oleh hotel. 
b. Pajak restoran adalah pajak atas 
pelayanan yang disediakan oleh restoran.  
c. Pajak hiburan adalah pajak atas 
penyelenggaraan hiburan.  
d. Pajak reklame adalah pajak atas 
penyelenggaraan reklame. 
e. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas 
penggunaan tenaga listrik, baik yang 
dihasilkan sendiri maupun dari sumber 
lain. 
f. Pajak parkir adalah pajak atas 
penyelenggaraan tempat parkir di luar 
badan jalan, baik yang disediakan 
berkaitan dengan pokok usaha maupun 
yang disediakan sebagai suatu usaha, 
termasuk penyediaan tempat penitipan 
kendaraan bermotor.  
g. Pajak air tanah adalah pajak atas 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air 
tanah.  
h. Pajak sarang burung walet adalah pajak 
atas kegiatan pengambilan dan/atau 
pengusahaan sarang burung walet.  
i. Pajak bumi dan bangunan  perkotaan dan 
perdesaan adalah pajak atas bumi 
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan  oleh orang pribadi 
atau badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan.  
j. Bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan adalah pajak atas perolehan 
hak atas tanah dan/atau bangunan. 
Perolehan hak atas tanah dan/atau 
bangunan adalah perbuatan atau 
peristiwa hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya hak atas tanah dan/atau 
bangunan oleh orang pribadi atau badan. 
Hak atas tanah dan bangunan adalah hak 
atas tanah, termasuk hak pengelolaan, 
beserta bangunan di atasnya, 
sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang di bidang pertanahan dan 
bangunan. 
3. Target penerimaan pajak daerah adalah 
angka yang ditentukan oleh pemerintah 
daerah sebagai angka yang harus dicapai 
oleh penerimaan pajak daerah pada suatu 
tahun tertentu. 
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Teknik penumpulan data dalam suatu 
penelitian merupakan faktor yang cukup 
penting dalam mempengaruhi hasil penelitian. 
Pemilihan teknik yang tepat akan diperoleh 
data yang tepat, relevan, dan akurat sehingga 
tujuan penelitian akan tercapai. Penelitian ini 
menggunakan metode pengumpulan dengan 
teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data 
dengan mempelajari catatan atau dokumen 
pemerintah yaitu laporan pajak daerah yang 
sudah diperikasa oleh Badan Pengawasan 
Keuangan Daerah. Laporan keuangan pajak 
daerah yang diperoleh dari Badan Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Surakarta pada tahun 2013-2016. 
 
Teknik Analisis Data 
Penelitian ini melakukan uji analisis 
dengan mengumpulkan data-data, kemudian 
menginterprestasikan pada hasil-hasilnya. 
Variabel yang telah terkumpul kemudian 
dikelompokkan dan dilakukan perhitungan 
untuk mengetahui hasil penelitian yang hendak 
dicapai. Adapun tahapan analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Metode analisis deskriptif 
Metode analisis deskriptif adalah analisis 
data dengan menggunakan statistika-statistik 
univariate seperti rata-rata, median, modus, 
deviasi standar, varians, dan lain-lain. Menurut 
Arikunto (2013), metode deskriptif berfungsi 
untuk mendeskripsikan atau memberikan 
gambaran terhadap objek yang akan diteliti, 
Tujuannya adalah untuk mengetahui 
penyebaran data sampel atau populasi. Metode 
analisis deskriptif dipilih berdasarkan skala 
pengukurannya. Untuk data berskala nominal 
dan interval, teknik analisis data deskriptif yang 
bisa dilakukan hanya modus, sementara data 
berskala interval dan rasio bisa dilakukan 
semua teknik analisis data deskriptif.  
2.   Metode analisis tren 
Metode analisis tren adalah merupakan 
suatu metode analisis statistik  yang ditujukan 
untuk melakukan suatu estimasi atau 
peramalan pada masa yang akan datang. 
Untuk melakukan peramalah pada masa yang 
akan datang. Untuk melakukan peramalah 
yang baik maka, dibutuhkan berbagai macam 
informasi (data) yang cukup banyak dan 
diamati dalam periode waktu yang relatif cukup 
panjang, sehingga hasil analisis tersebut dapat 
mengetahui sampai berapa besar fluktuasi 
yang terjadi. Menurut Sunyoto (2011), besar 
kecilnya perubahan tergantung dari faktor-
faktor yang mempengaruhi rangkaian waktu 
(time series) dan variabel tertentu, sehingga 
dapat didefinisikan bahwa Analisis Tren adalah 
suatu analisis yang menggambarkan atau 
menunjukkan perubahan rata-rata suatu 
variabel tertentu dari waktu ke waktu. 
Perubahan rata-rata suatu variabel yang 
mengalami cenderung penurunan nilai sisebut 
tren negatife. Perubahan rata-rata suatu 
variabel yang mengalami peningkatan disebut 
tren peningkatan. 
Secara teoritis, dalam analisis runtun 
waktu (time series) hal yang sangat 
menentukan adalah kualitas dan keakuratan 
dari data – data yang diperoleh serta waktu 
atau periode dari data-data tersebut 
dikumpulkan. Jika data yang dikumpulkan 
tersebut semakin banyak maka semakin baik 
pula estimasi atau peramalan yang diperoleh. 
Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan 
semakin dengan jumlah sedikit maka hasuk 
estimasi atau peramalannya akan semakin 




-Dian Aisyah, Eko Madyo Sutanto, dan Titiek Puji Astuti- 
Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan│Universitas Setia Budi   
 
Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan Vol-12/No-1/April/2019 
data maka semakin bagus tingkat 
kesimpulannya (Veno dan Syamsudin, 2016).  
Analisis tren dalam penelitian ini, 
digunakan untuk melihat apakah  
 
kecenderungan potensi dari pajak dan retribusi 
daerah dari waktu ke waktu dalam suatu series 
data selama periode tahun 2013 hingga tahun 
2016 mengalami peningkatan atau sebaliknya 
mengalami penurunan.  
Rumus: 
                             
    
Penjelasan: 
Y= data berkala (time series)=taksiran nilai  
trend 
a=nilai trend pada tahun dasar 
b=rata-rata pertumbuhan nilai trend tiap tahun 
x=variabel waktu (hari,minggu, bulan dan  
tahun). 
Untuk melakukan perhitungan, maka 
diperlukan nilai tertentu pada varianbel waktu 
(x) sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 
nol atau ∑x=0. Jika nilai x untuk data genap 
adalah -5,-3,-1,+1,+3,+5 dan untuk data ganjil -
3,-2,-1,0,+1,+2,+3. 
 
E. HASIL PENELITIAN 
Hasil Analisis Tren 
Analisis tren dalam penelitian ini, digunakan 
untuk melihat apakah kecenderungan potensi 
dari pajak dan retribusi daerah dari waktu ke 
waktu dalam suatu series data selama periode 
tahun 2013 hingga 2016 mengalami 
peningkatan atau sebaliknya mengalami 
penurunan. Analisis tren ini juga digunakan 
untuk memproyeksikan atau meramalkan 
penerimaan pajak daerah Kota Surakarta pada 
masa yang akan datang. 
Pajak daerah Kota Surakarta beserta 
realisasinya tahun 2013-2016 pada Tabel 4.3. 
Menunjukkan bahwa pajak daerah Kota 
Surakarta mengalami kenaikan. Kenaikan 
pajak daerah tersebut  secara kumulatif 
cenderung mengalami peningkatan dari setiap 
tahunnya. Pada awal tahun penelitian yaitu 
pada tahun 2013 pajak daerah di Kota 
Surakarta memperoleh hasil Rp 
19.390.621.095 dan berkembang menjadi Rp 
20.675.072.521 pada tahun 2014. Pada tahun 
2015 naik menjadi Rp 23.308.504.439 dan 
pada tahun 2016 Rp 25.205.299.837 atau 
melebihi 100% selama empat tahun. Pada 
Tabel 4.3. dapat disimpulkan bahwa sektor 
yang menyumbang pajak paling tinggi adalah 
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bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), 
dan BPHTB memberikan kontribusi dalam 
peningkatan pajak daerah di Kota Surakarta 
pada tahun 2013 dan 2014.  
 
Gambar 4.1 Grafik Tren Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2013-2016 
 
Dapat dilihat dari Gambar 4.1. bahwa 
pajak daerah Kota Surakarta  secara komulatif 
mengalami peningkatan di setiap tahunnya, 
pada awal tahun penelitian yaitu pada tahun 
2013 pajak daerah senilai Rp 193.906.210.948 
dan meningkat menjadi Rp 206.750.725.212 
kemudian tahun 2014 kemudian tahun 2015 
naik menjadi Rp233.085.404.386 dan pada 
tahun 2016 senilai Rp 252.052.998.369 atau 
melebihi 100%. Sehingga dapat disimpulkan 
hipotesis yang menyatakan terdapat tren 
peningkatan pajak daerah Kota Surakarta. 
 
1. Analisis deret berkala (time series tren) 
Kecenderungan/perkiraan penerimaan 
pajak daerah untuk tahun berikutnya 
dapat dilihat pada tabel 4.14. 
 
        Dimana: 
  Y = merupakan data berkala (time series) atau taksiran nilai tren 
   a = nilai rata-rata pada tahun dasar 
   b =rata-rata pertumbuhan nilai trend disetiap tahunnya. 
   x =variabel waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun). 















Grafik Tren Pajak Daerah 
Kota Surakarta Tahun 2013-2016
a=   ∑Y 
  n 
b=∑x.y 
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Untuk melakukan perhitungan, maka 
diperlukan nilai yang ditentukan pada 
variabel waktu (x) sehingga jumlah variabel 
waktu adalah nol atau ∑x =0. Untuk n ganjil 
maka jarak antara dua waktu diberi nilai satu 
satuan, diatas 0 diberi tanda negatife, 
dibawah diberi tanda postif. Untuk n genap 
maka jarak antara dua waktu diberi nilai satu 
satuan, diatas 0 diberi tanda negatife dan 
dibawahnya diberi tanda positif. 
Berdasarkan rumusan di atas maka 
pengerjaan untuk melihat analisi tren pada 
tahun 2013 hingga 2016 serta prediksi pada 
tahun yang akan datang yaitu pada tahun 
2017 hingga 2020 sebagai berikut:
  
Tahun Pajak daerah(Y) X x2 x.y 
2013 193.906.210.948 -3 9 -581.718.632.844 
2014 206.750.725.212 -1 1 -206.750.725.212 
2015 233.750.725.212 1 1 233.750.725.212 
2016 256.056.998.369 3 9 768.158.995.107 
n=4 ∑y=885.795.338.915 0 20 ∑x.y=213.440.362.263 
Sumber:Data diolah, 2018. 
Tabel 4.14 Analisis Trend Pajak Daerah Kota Surakarta 
 
 
     a=∑Y   =885.795.338.915                   b=  ∑x.y   =213.440.362.263 
      n              4           ∑x2                 20 
a== 221.448.834.728,75                      b=  10.672.018.113,15 
 
setelah mengetahui nilai variabel a dan b maka persamaan tren nya dapat diketahu yaitu: 
 
Y=a+bx 
Y=221.448.834.728,75 + 10.672.018.113,15 x 
 
Dari persamaan fungsi Y diatas maka nilai tren dari tahun 2016 hingga 
2020 dapat diketahui sebagai berikut 
Tahun 2017 hingga 2020 
Tahun  Y= a+bx x Pajak Daerah (Y) 
2017 221.448.834.728,75 + 10.672.018.113,15 x 5 274.808.925.294,5 
2018 221.448.834.728,75 + 10.672.018.113,15 x 7 296.152.916.520,8 
2019 221.448.834.728,75 + 10.672.018.113,15 x 9 317.496.997.747,1 
2020 221.448.834.728,75 + 10.672.018.113,15 x 11 338.841.033.973,4 
   Sumber:Data di olah, 2018. 
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